
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DA YA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 20 16 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! ENERGI DAN 

SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG 

TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimba ng 

Mengingat 

a . bahwa pelayanan penyambungan tenaga listrik kepada 

konsumen tegangan rendah perlu ditingkatkan; 

b . bahwa badan usaha berbadan hukum Indonesia yang 

m elaksanakan pekerjaan pembangunan dan pemasangan 

instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah di 

suatu daerah belum mencukupi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud da la m huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Energi clan Sumber Daya Mineral 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Minera l Nomor 35 Tahun 20 13 tentang 

Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan; 

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5052); 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nornor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 75, Tamba han Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5530); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang 

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); 

4 . Peratura n Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementeria n Energi clan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132); 

5. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 t~nggal 

27 Oktober 2014; 

6. Peraturan Men teri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi da n Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) 

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Men te ri Energi cla n Sumber Daya Mineral 

Nomor 30 Tahun 2 014 (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1725); 

7 . Peraturan Men teri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan 

Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524); 

MEM UTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 

35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA 

KETENAGALISTRIKAN. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524), diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. U saha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan 

tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, 

distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada 

konsumen. 

2. Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik adalah 

pengadaan untuk memproduksi tenaga listrik. 

3 . Usaha Transmisi Tenaga Listrik adalah pengadaan 

penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke 

sistem distribusi atau ke konsumen, atau 

penyaluran tenaga listrik antarsistem. 

4. Usaha Distribusi Tenaga Listrik adalah pengadaan 

penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau 

dari pembangkitan ke konsumen. 

5. Usaha Penjualan Tenaga Listrik a da lah kegiatan 

usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 

6. Jaringan Tenaga Listrik adalah fasilitas penyaluran 

tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi 

dan/ a tau saluran distribusi berikut sarana 

penunJangnya. 

7. Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin 

untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik 

untuk kepentingan umum. 

8 . Izin Operasi adalah izin untuk melakukan 

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 
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9. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah 

izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga 

listrik. 

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bida ng ketenagalistrikan. 

11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijaka n di bida ng pembinaan , 

pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, da n 

lingkungan di bidang ketenagalistrikan. 

2. Ketentuan Pasal 34 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) 

dan ayat (4), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal34 

(1) Usahajasa penunjang tenaga listrik meliputi: 

a . konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan 

tenaga listrik; 

b. pembangunan dan pemasa nga n instalasi 

penyediaan tenaga listrik; 

c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga 

listrik; 

d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; 

e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; 

f. penelitian clan pengembangan; 

g. pendidika n dan pelatihan; 

h. laboratorium pengujian peralatan dan 

pemanfaat tenaga listrik; 

L sertifikasi pera latan clan pemanfaat tenaga 

listrik; 

J. sertifikasi kompetensi tenaga teknik 

ketenagalistrikan; atau 

k. sertifikasi badan usa ha jasa penunjang tenaga 

listrik. 
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(2) Usaha ja sa penunja n g tenaga listrik dila ksana kan 

oleh bad a n u saha yang melipu l i: 

a . bada n u saha mi li k negara; 

b. bada n u saha mi lik dae ra h ; 

c . bada n u saha swa s ta; 

d. kopc rasi, 

yang berbada n hukum Indonesia da n be rusaha di 

bida ng usah a jasa penunja ng tcn aga lis trik. 

(3) Usah a Jasa penunJa ng tenaga lis trik berupa 

pemban guna n da n pemasangan in s ta lasi penyediaan 

tenaga lis trik sebagaima na dima ksud pada ayat (1) 

huruf b, un tuk bidang insta las i pema n faatan tenaga 

lis lrik s ubbidang in s ta lasi pema nfaala n le naga 

lis lrik legangan renda h scla in d ila ksana ka n oleh 

ba da n u saha be rbada n hu kum, dapat dila ksana ka n 

oleh bad a n usaha buka n ber bada n hukum. 

(4) Pela ksanaan pem banguna n da n pemasangan 

ins ta la si penyediaan te naga listrik subbida ng 

ins ta la si pema n faa ta n ten aga li s trik tegangan 

renda h oleh ba da n usaha buka n berba da n hukum 

sebagaima na dima ksud pada ayat (3) d ila kuka n 

dengan ke tentua n: 

a . unluk ka pasilas daya lc rsambung sampa i 

den gan 900 VA yang mengguna ka n gam ba r 

instalasi standa r; da n 

b. wilayah kerja nya di ka bupaten / kota da la m 

daer a h hukum tempat keduduka n bada n u saha 

lersebut terda fta r. 

3. Keten tu a n Pasal 36 dila mba h 1 (satu) ayat yakn i ayal (3), 

sehingga Pasal 36 be rbunyi sebagai be rikut: 

Pasal 36 

( 1) Izin Usaha J asa Penunjang Tenaga Listrik d iberi kan 

sesu a i dengan klasifikasi, k ua lifikasi, dan /atau 

sertifika t yang dimiliki bada n usaha . 
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(2) Izin Usah a J asa Penunja n g Tenaga Listrik berlaku 

untuk scluruh wilayah Republik Indonesia. 

(3) Izin usa h a j as a penunja n g tenaga lis trik yang 

dila ksana ka n oleh bada n u sah a bukan bcr badan 

hukum sebaga ima n a dima ksud daJa m Pasal 34 ayat 

(3) ha nya berla ku unluk wilayah kerja di 

ka bupa te n / kota da la m daerah huku m tempa t 

keduduka n ba da n usa h a te rsebut te rda ftar. 

4. Ketentua n Pasal 37 disisipka n 1 (satu ) ayat yakni ayat 

(3a), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai beriku t: 

Pa sa l 37 

(1) Permohona n lzin Usa ha J asa Penunjang Tenaga 

Lis trik diajuka n oleh ba da n u sah a sebagaima na 

dima ksud dalam Pa sa l 34 ayat (2) d a n harus 

dilengka pi d engan persyaratan ad m inistra tif da n 

teknis . 

(2) Persyara ta n adminis tra tif sebagaima na dima ksud 

pad a ayat (1) terdiri atas: 

a. identitas pemohon; 

b. a kta pendirian badan u saha; 

c. profil badan usa ha ; 

d. nomor pokok wajib paja k ; da n 

e . s ura l ketera ngan domis ili da ri instan si yang 

be rwena ng. 

(3) Persyara ta n teknis sebagaima n a dima ksu d pada 

ayat ( 1) terdiri a tas: 

a . se rlifika l bada n usa ha, kecu a li untuk u saha 

jasa pcmeriksaan da n pengujia n d i bida ng 

ins ta lasi pema nfaa ta n tenaga listrik teganga n 

rend a h da n Lemba ga Sertifika si Bad a n U saha; 

b. rencana pengemba ngan kantor wilayah untuk 

lembaga sertifikasi bad a n usah a, da n usah a 

Jasa pemeriksaan dan penguj ia n instalasi 

pe manfaatan tenaga listrik tegangan rcndah; 
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c. surat penetapan penanggung jawab teknik; 

d. sertifikat kompetensi tenaga teknik; dan 

e. dokumen sistem manaJemen mutu sesua1 

dengan Standar Nasional Indonesia. 

(3a) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf e, untuk usaha jasa penunjang tenaga 

listrik yang dilaksanakan oleh badan usaha bukan 

berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 ayat (3), dokumen sistem manajemen mutu 

tidak harus sesua1 dengan S tandar Nasional 

Indonesia. 

(4) Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga 

Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis oleh badan usaha kepada 

Menteri melalui Direktur Jenderal dengan 

menggunakan format surat permohonan clan 

formulir isian permohonan sebagaimana tercantum 

pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal II 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

padatanggal4 Mei 2016 

DIREKTUR JENDERAL 

Ditetapkan di Jakarta 

padatanggal29 April 2016 

MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SUDIRMAN SAID 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 706 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

K al 
, I ' 

· ,. ' J 

,t 
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